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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu 2014 sebentar lagi akan digelar.Perhelatan politik ini akan
menyedot perhatian yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Penentuan
berlangsungnya kekuasaan di Indonesia akan dipertarunkan di pemilu ini. Para
elite politik bekerja keras untuk mendapatkan simpati masyarakat demi memilih
mereka untuk memuluskan langkahnya ke parlemen.Partai politik disibukkan
untuk menyeleksi kader-kader terbaiknya yang mendaftar sebagai calon legidatif
(caleg) dalam strategi memenangkan pemilu. Tidak sembarangan kualifikas yang
diukur untuk menetapkan caleg dan daerah pemilihannya.Kursi di parlemen
merupakan hal yang sangat diidamkan oleh setiap caleg dan tentunya partai

politik yang menjadi syarat utama menjadi anggota legedl atif.

Pengetahuan para calon anggota legedlatif menjadi sorotan tgam dari
akademis yang bergelut di bidang politik.Banyaknya calon anggota legedlatif
yang minim akan pengetahuan politik menjadi gambaran awa bagaimana jika
mereka nantinya menjadi anggota legedlatif,bisa dibayangkan produk undang-
undang yang dihasilkan.Pentingnya pengetahuan politik yang baik bagi anggota
legedlatif menjadi hal yang sangat mendasar.Karena nantinya akan menentukan
jalannya roda pemerintahan institus yang didudukinyaTerjun ke dunia politik
tidak hanya mengandalkan popularitas dan materi belakatetapi juga harus

didukung oleh pengetahuan politik yang mumpuni.lnilah yang menjadi



trendburuk partai-partai politik yang banyak merekrut kalangan artis sebagai
caon anggota legedatif.Banyak kalangan yang meragukan kualitas para
artismereka hanya dianggap memiliki popularitas dan materi tetapi tidak
didukung dengan pengetahuan dan cara berpolitik yang baik.Partai-partai juga
dianggap hanya memanfaatkan popularitas mereka untuk mendongkrak suara

demi kursi di parlemen.

Mahasiswa merupakan generasi penerus dan generasi pengganti.Di fase
inilah dapat dilihat bagaimana negara kedepan.Relevans yang dapat diterima
ketika mahasiswa yang sukses maka negara akan mendapatkan generasi yang
baik.Di bangku perkuliahan mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan
tentang pendidikan formal sgatetapi mereka juga dihadapkan pada miniatur
negara dalam bentuk organisas kemahasiswaan.Pemilu adalah bagian
pentingdalan demokrasi. Secara sederhana, pemilu diartikan sebagai cara
individu warga negara melakukan aktivitas politik ataupun kontrak politik
denganorang lain atau partai politik yang diberikan mandat atau wewenang untuk
melaksanakan sebagian kekuasaan rakyat/pemilih. Pemilu bukanlah pemberian
mandat kekuasaan secara total. Klaim parta politik yang menyatakan bahwa
partainya telahmemiliki pemilih dengan jumlah totaltertentu dalam pemilu adalah
tidak tepat.Untuk menjalankan mandattersebut partai politik atau eksekutifpartai
politik harus melakukankomunikas politik dalam menentukankebijakan-

kebijakan untuk kepentinganrakyat dengan persetujuan warga.

Tingkat pengetahuan terhadap sesuatu merupakan domain yang sangat

pentingakan terbentuknya tindakan individu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan



individuterhadap sesuatu menjadikannya semakin mudah dalam menentukan
partisipasi politik yang akan diambil atau diputuskan. Artinya dalam konteks
tingkat pengetahuan fungsi partai politik individusecara sadar dan rasional
bekecenderungan akan mengarahkannya pada pemilihan kandidat pemimpin baik

itu Presiden, Gubernur, Bupati bahkan Anggota Legidatif yang dipilih.

Data di Komis Pemilihan Umum (KPU) Pusat, total pemilih
seluruhindonesia berjumlah 170 juta pemilih, 30%-40% nya adalah pemilih
pemula.Dalam undang-undang Pemilihan Umum, pemilih pemula adalah mereka
yangtelah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam
DaftarPemilih Tetap (DPT). Cukup signifikan kuota 30% jumlah pemilih pemula
dan sangat menentukan kemenangan dalam Pilpres 2009, bagi pasangan Capres-
Cawapres. Maka pasangan Capres-Cawapres menjadikan pemilih pemul asebagai

target pemilih untuk dipengaruhi dan dikonstruk melaui partisipasi politik.

Pengetahuan Fungs partai politik merupakan suatu cara pandang dari
suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat yang dilihat melalui
indra penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan ini dapat di peroleh dari
berbagai sumber, baik lembaga formal, informal, maupun nonformal yang
kemudian dapat di jadikan acuan dalam berperilaku. Tingkat pengetahuan
individu dapat berpengaruh pada perilaku hidupnya. (Surilena, 2006).Timbulnya
pengetahuan itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk partisipasi dan menjadi
pola mereka untuk memandang suatu obyek politik. pengetahuan itulah yang

kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut



akhirnya mempengaruhi partisipasi politik yang dilakukan individu. Partisipas
politik tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan individu dalam memandang
objek-objek politik. Pengetahuan politik yang dimiliki individu akan mendorong

terjadinya partisipasi politik.

Kegiatan partisipasi politik bisa berupa tindakan seperti memberikan suara
dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai dan lain
sebagainya. Maka dari itu pada prinsipnyasetiap warganegara terutama di
Indonesia harus semestinya turut serta berpartisipasi dalam politik seperti memilih
kepala Negara atau kepala daerah. Karena dengan hal tersebut,merupakan
perwujudan bahwa kita adalah WNI (Warga Nergara Indonesia) dan perwujudan
bahwa kita turut serta menentukan masa depan Negara atau masa depan suatu
daerah dengan cara memilih pemimpinnya.Sudah menjadi hal biasa ketika masa
Pemilihan Umum (pemilu) baik di daerah maupun Negara banyak calon
pemimpin kita yang berlomba untuk merebut hati rakyat seperti dengan
melakukan kampanye, terjun langsung ke tengah-tengan masyarakat agar diakui
keberadaannya serta kegiatan lain yang menunjang simpati rakyat. Namun hal ini
tidak didukung dengan pengetahan dan kesadaran masyarakat akan arti politik
tersebut baik dari sis keilmuan maupun pada benefit pembangunan negara.
Terlebih di Indonesia yang tidak sedikit warganya membenci politik karena
menganggap bahwa politik hanya dijadikan sarana bagi oknum-oknum politik
untuk mencari keuntungan bagi kalangan tertentu yang sama sekali tidak tersentuh

oleh masyarakat kecil.



Maka tidak haya bagi para oknum-oknum politik untuk memanfaatkan
ketidak tahuan masyarakat akan pengetahuan politik dan pandangan-pandangan
negative terhadap politik dengan cara yang tidak sehat. Hal ini menyebabkan
kegiatan partisipasi politik berjalan tidak sehat. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa pemimpin-pemimpin yang terpilih baik sebagai pejabat maupun anggota
legidlatif maupun eksekutif dengan menggunakan cara yang tidak sehat seperti
money politic dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan perpolitikan di
Indonesia berjalan tidak stabil dikarenakan dihuni oleh orang-orang yang tidak
memahami dengan baik arti politik secara hakiki serta pengetahuan mereka

tentang partai politik itu sendiri.

Pengetahuan fungs partai politik pada umumnya ditentukan oleh faktor
internal dari individu sendiri seperti idealisme,tingkat kecerdasan, kehendak hati
dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial,
politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya untuk menentukan arah
bangsa kita ini.Melihat partisipasi politik sebagai fungsi dari kondis sosial dan
ekonomi sertakepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adaah
produk dari perilaku sosia ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau
golongan dalam masyarakat tersebut. Partisipasi politik adalah: “kegiatan suka
rela serta tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang
termasuk partisipasi politik adalah tindakan-tindakan yang nampak(pemungutan
suara, gerak protes,lobying, kaukus, kampanye dan demonstrasi)”.Partisipas
politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti. 1999). Interaks antar



pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan individu dalam
masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan

keputusan politik pada dasarnya merupakan suatu partisipasi politik.

Miriam Budhiardjo mendefenisikan, bahwa partisipasi politik adalah
kegiatan individu atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan
politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau
tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup
tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat
umum, menjadi anggota suatu parta atau kelompok kepentingan, mengadakan
hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti
mendefenisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam
mempengaruhi  proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan

dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipas politik menjadi
ukuran untuk melihat eksistenss demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak
bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting
behavior), diskus politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain
sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat
tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak
socia dengan para pemimpin melaui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat
memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legidative dan

eksekutif.



Berdasarkan defenisi partisipasi politik diatas, dapat dilihat bahwa setiap
partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan
sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kita
ketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara
yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam system pemerintahan, yang
berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah,
akan tetapi masyarakat mempuya hak untuk mempengaruhi proses pembuatan
serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas,peneliti bermaksud untuk mengetahui hubungan
pengetahuan fungsi partai politik dengan partisipas politik pada mahasiswa
dengan melakukan penelitian lebih mendalam,dengan judul *“Hubungan
pengetahuan fungsi partai politik dengan partisipas politik pada mahasiswa
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang,maka dapat dirumuskan
pokok permaslahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,yaitu : Apakah ada
Hubungan pengetahuan fungs partai politik dengan partisipasi politik pada
mahasiswa Fakultas Syariah dan [Imu Hukum UIN Suska Riau.

C. Tujuan Pendlitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

Hubungan pengetahuan fungs partai politik dengan partisipasi politik pada

mahasiswa Fakultas Syariah dan [Imu Hukum UIN Suska Riau.



D. Keaslian Penelitian

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriliana (2012) dengan
judul pengaruh pendidikan politik terhadap partisipas politik masyarakat
kecamatan kuala (study kasus masyarakat desa balai kasih kecamatan kuaa
kabupaten langkat) Universitas Negeri Medan.

Persamaan penelitian yang sekarang sedang dilakukan dengan penelitian
diatas adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi politik. Perbedaan penelitian
yang sedang dilakukan saat ini dengan peneliti sebelumnya adalah menéliti
tentang pengetahuan fungsi partai politik, partisipasi politik pada mahasiswa,
sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh pendidikan politik
terhadap partisipasi politik masyarakat.

E. Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama
bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Politik,dimana hasil penelitian ini dapat
menjadi salah satu referensi yang menberikan informasi,khususnya bagi peneliti
selanjutnya yang akan melakukan penelitian hal yang sama.

F. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktishasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan informasi mengenai pentingnya pengetahuan politik bagi

individu yang ingin terjun dan terlibat di dunia politik.



